
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 62 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu 

mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor  62 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    

Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

127); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2016 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KEBUMEN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 62) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 29 

 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian Bagian 

Perekonomian dan Bagian Pembangunan, serta pelaksanaan program, 

pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya alam, 

perekonomian, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, pengembangan 

infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa, serta fungsi penunjang urusan 

perencanaan, penelitian dan pengembangan. 

 
2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 45 

 
Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

perumusan kebijakan, pengoordinasian Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan 

Bagian Hukum serta pelaksanaan program, pelayanan administrasi, 

pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan administratif dan pembinaan 

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah, pengoordinasian layanan 

administrasi Sekretariat Daerah, perencanaan dan keuangan Sekretariat 

Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta pembinaan hukum 

dan fasilitasi produk hukum, dan fungsi penunjang urusan keuangan 

keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

 

3. Ketentuan Pasal 46 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 46 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Asisten 

Administrasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang umum, 

organisasi dan hukum; 

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program di bidang 

pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat 

Daerah serta mengoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, 

perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, pembinaan dan 

pengembangan organisasi, pembinaan hukum dan fasilitasi produk hukum, 

dan fungsi penunjang urusan keuangan keuangan, kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan; 

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program di bidang pelayanan 

administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah 

serta mengoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, 

perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, pembinaan dan 

pengembangan organisasi, serta pembinaan hukum dan fasilitasi produk 
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hukum, dan fungsi penunjang urusan keuangan keuangan, kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan; 

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum, organisasi dan 

hukum; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
4. Menambahkan Ketentuan Peralihan di antara Bab V dan Bab VI, yaitu sebagai   

Bab VA dan Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:  

 
BAB VA 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 82A 

 
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2017, 

tugas pokok dan fungsi selain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini 

tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 16 Januari 2017 

           BUPATI KEBUMEN, 
 

                       ttd. 

 
     MOHAMMAD YAHYA FUAD 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 16 Januari 2017 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN KEBUMEN 

           INSPEKTUR, 
 

                  ttd. 

 
       MAHMUD FAUZI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 6 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 

 
 

 
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19720723 199803 1 006 


